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A. Latar Belakang Masalah 
  Dimulai sejak masa sebelum Dinasti Tang (1618-1907) orang-orang Cina 
sudah mulai minum teh dan menanam teh. Di Cina teh selain dikenal sebagai 
minuman, juga sebagai bahan obat- obatan. Penyebaran tanaman teh sangat cepat, 
seiring kemajuan perdagangan internasional. Penyebaran di Eropa dimulai ketika 
Turki melakukan perdagangan dengan Cina, setelah itu Turki memperdagangkan teh 
ke Eropa. Tanaman teh mulai dikenal di Indonesia hanya sebagai tanaman hias. 
Melihat potensi yang besar  pada waktu itu Pemerintahan Hindia Belanda yang 
menjajah Indonesia tertarik mendatangkan bibit teh dari Cina dan Jepang dengan 
melihat kondisi letak negara Indonesia yang strategi dan iklim yang cocok bagi 
tanaman teh.  
Di saat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Era globalisasi 
mendorong terjadinya integrasi pasar–pasar diseluruh dunia dalam satu tempat pasar 
yang saling ketergantungan. Kondisi memacu peningkatan arus perdagangan seluruh 
dunia. Masyarakat mulai menyadari dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri 
bisa diperoleh dari luar negeri dengan harga yang murah. 
         Perdagangan antar negara adalah bentuk kegiatan perdagangan yang merupakan 
sumber devisa yang besar. Perdagangan antar negara terjadi karena kebutuhan barang 




memperoleh barang yang lebih murah dan baik mutunya dari negara lain. 
Pelaksanaan perdagangan lintas negara atau sering disebut ekspor-impor berbeda 
dengan perdagangan dalam negeri. Perbedaan tersebut antara lain dalam hal peraturan 
kepabean, standar mutu produk, ukuran takaran dan timbangan serta peraturan 
perdagangan luar negeri yang ditetapkan pemerintah setempat (Amir M.S, 2000:13).  
Dalam kegiatan perdagangan, khususnya ekspor terdapat beberapa dokumen 
yang harus dibuat dan dilengkapi. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai 
berikut. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); Commercial Invoice 
(faktur); Bill of Loding (B/L); Airway Bill; Packing List; Surat Keterangan Asal 
(SKA);Inspection Certificate; Marine and Air Insurance Certificate; Certificate of 
Quality; Manufacturer’s Quality Certificate; Sanitary, Health and Veterinary 
Certificate; Weight Note and Measurement List; Certificate of Analysis;  Exporter’s 
Certificate; Manufacturer’s Certificate; Beneficiary Certificate; Shipping Agent 
Certificate; Special Customs Invoice; Consular Invoice; dan Wesel (Buku Pelatihan 
Prosedur Ekspor, 2009:7-9). 
Beberapa dokumen tersebut tidak diterbitkan oleh eksportir sendiri, tetapi ada 
pihak atau lembaga lain yang menerbitkan beberapa dokumen diantara dokumen-
dokumen ekspor tersebut, seperti lembaga sertifikasi dan pengujian mutu barang yang 
meliputi: PPEI Jakarta (Pusat Pengembangan Ekspor Indonesia), Sukofindo cb. 
Semarang (State Certification Body), Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu 
Benih Tanaman Pangan DIY, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) 
di Surakarta, dan lain-lain. Dari beberapa lembaga tersebut BPSMB merupakan 
lembaga pengujian dan sertifikasi mutu satu-satunya instansi pemerintah yang 
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beroperasional di Jawa Tengah. Lembaga atau instansi tersebut menerbitkan beberapa 
dokumen, diantaranya Certificate of Quality; Test-Certificate; dan Chemical Analysis 
(Buku Pelatihan Posedur Ekspor,2009:1). 
Fungsi BPSMB Surakarta adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan 
peningkatan mutu barang yang diperdagangkan baik untuk ekspor maupun untuk 
impor serta barang yang beredar dipasar seperti komoditas teh, kakao, dan tembakau  
(BPSMB Surakarta, 2010).  
BPSMB juga memberikan konsultasi teknis atau informasi-informasi yang 
berkaitan dengan mutu barang. Memberikan penyuluhan/bimbingan yang ada 
kaitannya dengan uji mutu, meliputi diantaranya Pengujian Komoditas, Pengambilan 
Contoh dan Kalibrasi. 
Pengujian yang dilaksanakan di BPSMB ada 2 jenis yaitu yang bersifat 
sukarela (PJT) dimana hasil ujinya BPSMB menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU), 
Laporan Hasil uji digunakan untuk mengetahui kualitas suatu produk tetapi tidak 
diekspor  dan pengujian untuk ekspor dimana hasil ujinya BPSMB menerbitkan 
Sertifikat Mutu (SM), Sertfikat Mutu digunakan untuk memenuhi syarat dokumen 
ekspor apabila importir ingin mengetahui kualitas mutu barang ekspor. 
Faktor penting yang mempengaruhi minat seorang konsumen terhadap suatu 
produk adalah kualitas mutu dari produk tersebut, tingkat tinggi rendahnya kualitas 
mutu suatu produk bisa dilihat dari hasil pengujian, suatu laboratorium yang 
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dituangkan dalam bentuk Sertifikat Mutu atau Certificate of Quality yang diakui 
secara resmi dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). 
Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk  maka produsen banyak 
mempercayakan uji mutu produknya di BPSMB Surakarta diantaranya PT. 
Perkebunan Nusantara, PT. Rumpun Sari Kemuning, PT. Rumpun Sari medina, PT. 
Tribakti Inspektama, PT. Gunung Subur. 
Khusus pada PT. GUNUNG SUBUR merupakan perusahaan yang 
memproduksi teh dengan bermacam merek dan berbagai cita rasa, dan berhasil 
menjadi market leader teh hijau di Indonesia dengan orientasi lokal dan ekspor. 
Untuk keperluan ekspor PT. GUNUNG SUBUR menunjuk  BPSMB untuk menguji 
hasil produksinya agar dapat mengetahui apakah mutu produk dari perusaan tersebut 
layak ekspor. 
Berdasarkan alasan di atas penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur 
operasional penerbitan sertifikat mutu, khususnya teh. Dengan mengangkat judul 
“Prosedur Penerbitan Sertifikat Mutu Teh Untuk Ekspor Pada Balai Pengujian 
dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Di Surakarta”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman masalah ada 
penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 
1. Bagaimana prosedur penerbitan sertifikat mutu teh untuk ekspor pada balai 
Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang di Surakarta? 
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2. Bagaimana persyaratan mutu produk teh agar layak diekspor? 
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Balai Pengujian dan Sertifikat  Mutu 
Barang di Surakarta dalam kegiatan operasionalnya? 
4. Apakah manfaat Sertifikat Mutu atau Certificate of Quality? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang 
berhubungan dengan kegiatan ekspor-impor, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Mengetahui prosedur penerbitan sertifikat mutu teh untuk ekspor Pada Balai 
Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang di Surakarta. 
2. Mengetahui persyaratan mutu produk teh agar layak diekspor. 
3. Mengetahui hambatan-hambatan operasional yang dihadapi oleh Balai Pengujian 
dan Sertifikasi Mutu Barang. 
4. Mengetahui manfaat dari Sertifikat Mutu atau Certificate of  Quality. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, baik 
bagi penulis sendiri, bagi perusahaan atau instansi terkait serta bagi mahasiswa dan 
pembaca lainnya, yaitu: 
1. Bagi penulis 
  Merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam Bisnis Internasional tentang penerbitan 
dokumen ekspor-impor dari teori yang diperoleh dalam perkuliahan kedalam dunia 
xvii 
 
nyata atau praktek. 
2. Bagi perusahaan atau instansi terkait 
Memberikan masukan-masukan secara umum tentang hal-hal yang berhubungan 
dengan kegiatan operasional instansi tersebut. 
3. Bagi mahasiswa dan pembaca lainnya 
Bisa dijadikan sebagai tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas 
Ekonomi umumnya serta bagi mahasiswa jurusan Bisnis Internasional khususnya. 
 
E. Metode Penelitian 
Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data 
untuk selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. 
Supaya dapat berjalan dengan lancar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan 
secara ilmiah, maka diperlukan metodelogi penelitian. 
Metode penelitian merupakan suatu tata cara yang dituangkan dalam bentuk 
tulisan sebagai pedoman dasar atau rencana kerja dari penelitian, metode ini terdiri 
dari: 
1. Ruang Lingkup Penelitian 
  Metode dalam Tugas Akhir ini adalah studi kasus, karena mengambil satu 
obyek tertentu untuk dianalisa secara mendalam dengan memfokuskan pada satu 
masalah yang di ambil dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) 
yang bertempat di Jl. Pajang-Kartasura KM.8 Pabelan Surakarta 57162 yang 
membidangi penelitian dan penerbitan dokumen. 
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2. Jenis dan Alat Pengumpul Data 
a) Jenis Data 
1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data 
ini diperoleh dengan cara  wawancara langsung pada BPSMB 
Surakarta. 
2) Data Sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain 
yang berkaitan dengan penelitian. Data ini penulis peroleh dari buku 
maupun sumber bacaan lain yaitu buku seluk beluk dan teknik 
perdagangan luar negeri dan Buku Petunjuk Ekspor Indonesia. 
b) Alat Pengumpul Data 
1) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
mengadakan tanya jawab secara langsung yang dilaksanakan dengan 
tatap muka. 
2) Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
mempelajari buku atau referensi yang berhubungan dengan penelitian 
ini. 
3) Observasi dengan cara melihat secara langsung kegiatan operasional 
instansi tersebut. 
3. Sumber Data 
a. Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari bagian pengurusan 
dokumen, staff atau karyawan pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu 
Barang di Surakarta. 






A. Kajian Teori 
1. Pengertian Ekspor 
Ekspor adalah mengeluarkan barang-barang dari peredaran masyarakat dan 
mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan 
pembayaran dalam bentuk valuta asing ( Amir MS, 2003 : 100 ). 
Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan dari dalam keluar 
pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku                                         
( Hutabarat, 1996 : 306 ). 
Berdasarkan Surat Keputuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
No.146/MPP/IV/1999 tanggal 22 Apil 1999 tentang ketentuan ekspor, maka 
diperoleh pengertian sebagai berikut : 
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 
Transaksi perdagangan ekspor import dimulai dengan dibuatnya sebuah kontrak 
jual beli (Sales Contract) antara eksportir dan importir, sampai kemudian dilakukan 
negoisasi atas dokumen tersebut dan selanjutnya melaksanakan ketentuan sesuai 
dengan isi perjanjian kemudian dilanjutkan dengan penagihan pembayaran atas 
transaksi komoditas itu. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No.07/MDAG/PER/4/2005 





Perindustrian dan Perdagangan No.558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 
tentang ketentuan umum di bidang ekspor bahwa ekspor dapat dilakukan oleh setiap 
perusahaan atau perorangan yang telah memiliki (PPEI, 2009 : 3) : 
1. Tanda Daftar Usaha Perdagangan ( TDUP ) Surat Izin Usaha Perdagangan              
( SIUP ). 
2. Izin Usaha dari Departemen teknis / Lembaga Pemerintah Non Departemen 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  
Kelompok barang yang diekspor dibagi menjadi (PPEI, 2009 : 4) 
1. Barang yang diatur ekspornya 
Ekspor produk yang termasuk kelompok ini hanya dilakukan oleh kelompok 
eksportir yang terdaftar atas persetujuan MENPERINDAG, contoh barang yang 
diatur yaitu rotan, intan, timah, emas dll 
2. Barang yang diawasi ekspornya 
Ekspor produk ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan MENPERINDAG 
dan instansi teknis lainnya, contoh barang yang diawasi yaitu bibit sapi, benih ikan 
bandeng, tembaga, kuningan, dll 
3. Barang yang dilarang ekspornya 
Barang-barang yang dilarang untuk diekspor adalah merupakan tindakan yang 
dilakukan untuk melindungi komoditas tertentu, melindungi kelestarian alam atau 
hutan, melindungi jenis tanaman atau jenis binatang langka, contoh barang yang 
dilarang yaitu ikan arwana, pasir laut, dll 
4. Barang yang bebas diekspor 
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Dalam pelaksanaannya semua barang yang mempunyai hasil komoditi itu bebas 
untuk melakukan ekspor asal bukan termasuk dari salah satu barang yang dilarang 
untuk diekspor, selain itu juga harus ada kelengkapan dokumen dalam proses 
ekspor. 
 
2. Prosedur Kegiatan Ekspor 
Prosedur kegiatan ekspor bisa diuraikan menjadi beberapa proses kegiatan 
ekspor yang terbagi menjadi 4 proses, sebagai berikut : 
1. Sale’s Contract Process 
a. Eksportir mempromosikan komoditas yang akan diekspornya melalui media 
promosi (pameran dagang, Koran, majalah, televisi, dll) atau melalui badan-
badan urusan promosi ekspor (Badan Pengembangan ekspor Nasional/BPEN, 
Kamar Dagang dan Industri / KADIN, Atase Perdagangan RI, dll). 
b. Importir yang berminat akan mengirimkan Surat Permintaan Harga atau Letter 
Of Inquiry kepada eksportir. 
c. Eksportir memenuhi permintaan importir dengan mengirimkan Surat Penawaran 
Harga yang disebut dengan Offer Sheet. 
d. Importir yang sudah menyetujui isi dari Offer Sheet, akan mengirimkan Surat 
Pesanan dalam bentuk Order Sheet kepada eksportir. 
e. Eksportir menyiapkan Kontrak Jual Beli Ekspor (Sale’s Contract) sesuai dengan 
data-data dalam Offer Sheet dan Order Sheet. 
f. Importir mempelajari Sale’s Contract, dan bila menyetujuinya maka akan segera 
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ditandatangani dan dikembalikan kepada eksportir. 
2. L/C Opening Process 
a. Importir meminta kepada Bank Devisanya untuk membuka sebuah Letter of 
Credit (L/C) sebagai dana yang dipersiapkan untuk melunasi hutangnya kepada 
eksportir sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam Sale’s Contract. 
b. Opening Bank setelah menyelesaikan jaminan dana L/C dengan importir, 
melakukan pembukaan L/C melalui Bank Korespondennya di negara eksportir. 
c. Advising Bank setelah meneliti keabsahan pembukaan L/C dari Opening Bank, 
meneruskan pembukaan L/C itu kepada eksportir yang berhak menerima dengan 
Surat Pengantar dari Advising Bank. 
3. Cargo Shipment Process 
a. Eksportir setelah menerima L/C Confirmation (yang sah sebagai landasan 
pembayaran) kemudian mempersiapkan barang “Ready For Export” dan 
melakukan “booking” atau memesan ruangan (tempat) kepada Perusahaan 
Pelayaran (Shipping Company). 
b. Shipping Company setelah selesai melakukan pemuatan barang ke atas kapal, 
menyerahkan Bukti Penerimaan Barang, Bukti Kontrak Angkutan dan Bukti 
Pemilikan Barang dalam bentuk Bill of Lading (B/L) kepada eksportir. 
c. Shipping Company bertanggung jawab mengangkut muatan sampai ke 
Pelabuhan Tujuan (Destination Port) kepada penerima barang yang disebutkan 
dalam B/L. 
d. Importir, bila telah menerima dokumen pengapalan (Shipping Document) dari 
Opening Bank kemudian mengurus izin impor dengan pihak Bea Cukai dan 
xxiii 
 
menghubungi agen pelayaran (Shipping Agent) untuk menerima muatan itu. 
e. Shipping Agent menyerahkan muatan kepada importir segera setelah menerima 
pelunasan biaya. 
4. Shipping documents Negotiation Process 
a. Eksportir setelah menerima Bill of Lading kemudian menyiapkan dokumen yang 
dipersyaratkan dalam Letter of Credit (Invoice, Packing List, Sertifikat Mutu, 
Surat Keterangan Asal, dll) kepada Negotiating Bank untuk memperoleh 
pembayaran. 
b. Negotiating Bank meneliti semua keabsahan dan kecocokan dokumen tersebut 
kemudian membayarkan jumlah yang ditagih oleh eksportir. 
c. Mengirimkan dokumen pengapalan yang sudah dilunasi itu kepada Opening 
Bank yang membuka L/C yang bersangkutan sebagai penagihan kembali dari 
uang yang dibayarkan Negotiating Bank kepada eksportir. 
d. Opening Bank memeriksa semua dokumen pengapalan, bila sudah sesuai dengan 
L/C maka Opening Bank melunasi uang yang sudah dibayarkan Negotiating 
Bank. Pelunasan ini disebut Reimbursement. 
e. Opening Bank selanjutnya memberitahukan penerimaan dokumen pengapalan itu 
kepada importir. 
 
3. Dokumen-Dokumen Ekspor  
Dalam kegiatan ekspor digunakan berbagai macam dokumen sesuai yang 
diperlukan. Dokumen-dokumen tersebut disediakan oleh  penjual, pembeli, 
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pengangkutan, dan lembaga atau instasi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor 
antara lain ( Radiks Purba, 1983:18 ): 
a. Letter of credit 
Surat kredit yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan pihak importir, 
yang memberi hak kepada pihak eksportir untuk menarik wesel atas pihak importir 
yang bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebut didalam surat. L/C 
merupakan alat bukti pembayaran atas suatu teransaksi. 
b. Draft  
Merupakan suatu perintah tertulis tanpa syarat yang dibuat oleh seseorang 
(drawer) dan ditujukan kepada orang lain (drawce) agar membayar sejumlah uang 
kepada pemegang atau yang menunjukkan wesel itu. 
c. Exsport licence 
Merupakan izin ekspor komoditi yang dikeluarkan oleh instasi pemerintah yang 
berwenang untuk itu diperlukannya lisensi ekspor atas suatu jenis komoditi 
tertentu semata-mata tergantung dari peraturan yang berlaku di Negara pengekspor 
dan atau pengimpor. 
d. Comercial Invoice 
Merupakan faktur yang dibuat oleh penjual dan diserahkan atau dikirimkan kepada 
pembeli untuk dikirim kepada pembeli. Untuk komoditi yang dikirim oleh penjual 
kepada pembeli dengan kapal, faktur penjualan berisi catatan jelas mengenai hal-
hal sebagai berikut: 
1) Nama dan alamat pembeli. 
2) Jenis dan kualitas komoditi. 
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3) Merek, nomor, dan banyaknya kemasan. 
4) Ukuran dan dimensi barang. 
5) Berat tiap barang dan berat seluruhnya. 
6) Harga barang. 
7) Nama kapat atau pengangkut. 
 
e. Packing list 
Merupakan daftar yang berisi lengkap mengenai perincian jenis dan jumlah satuan 
barang yang berada dalam tiap peti dan jumlah keseluruhannyaama dengan jenis 
dan jumlah yang tercantum dalam commercial invoice. 
f. Certificate of origin ( sertifikat asal ) 
Adalah surat pernyataan yang menyebutkan negara asal suatu barang. Certificate 
of origine penting artinya untuk memperoleh bea masuk maupun sebagai alat 
perhitungan quota atau untuk mencegah barang masuk dari Negara yang terlarang. 
g. Bill of lading 
Tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran 
sebagai tanda bukti atas barang yang telah dimuat diatas kapal laut oleh eksportir 
untuk diserahkan oleh importir. 
h. Manifest ( daftar muatan) 
Merupakan dokumen yang disediakan oleh pengangkut dan dibentuk di pelabuhan 
pemuatan. Di dalam manifest di catat semua muatan yang diangkut kapal yang 
bersangkutan. 
i. Pemberitahuan Ekspor Barang ( PEB ) 
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Merupakan dokumen yang digunakan oleh eksportir untuk memberitahukan 
kepada pabean perihal komoditi yang akan diekspornya. 
j. Sertifikat Mutu (certificate of quality) 
Merupakan sertifikat atau jaminan tertulis yang dikeluarkan dan diberikan oleh 
pihak independen yang sudah terakreditasi seperti laboratorium penguji yang 
menyatakan bahwa barang telah memenuhi standar yang berlaku dan 
dipersyaratkan dalam suatu kawasan tertentu. 
 
B.  Sertifikat Mutu dan Mutu Komoditas 
Sertifikat merupakan jaminan yang menyatakan bahwa barang, jasa, proses, 
system, atau personel yang dipersyaratkan. Sertifikat diberikan oleh 
lembaga/laboratorium yang telah mendapatkan akreditasi dari BSN/KAN, kepada 
badan usaha, eksportir, ataupun perorangan ( www.galeribaca.blogdrive.com ). 
        Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh produk atau jasa, 
yang menunjukan kemampuanya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang 
ditentukan ( tersurat ) maupun yang tersirat ( www.rudyct.com ) 
Ruang lingkup pengawasan mutu, meliputi: 
a. Barang yang dilakukan pengawasannya adalah barang beresiko terhadap aspek 
keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup 
dan atau pertimbangan ekonomis. 
b. Pengawasan yang dilakukan terhadap barang, meliputi persyaratan teknis sesuai 
dengan ketentuan yang menyangkut sifat dan karakteristik produk dan atau cara 
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produksi termasuk persyaratan pengemasan, penandaan dan pelelehan, 
penyimpanan, transportasi yang memenuhi persyaratan Standar Nasional 
Indonesia (SNI). 
     Pengawasan dan pengendalian mutu barang ekspor, impor merupakan 
kegiatan yang melibatkan beberapa pihak terkait, antara lain: 
a) Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang 
b) Laboratorium Penguji 
c) Dinas Perindustrian 
d) Dinas Perdagangan 
e) Pusat Standardisasi dan Akreditasi 
f) Direktorat Pengawasan Barang Beredar 
g) Direktorat Perlindungan Konsumen 
h) Bea Cukai 
i) Bank Devisa 
j) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PKSM) 
k) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
Dengan adanya koordinasi yang sinergis antar instansi diatas dapat diharapkan 
akan terwujud suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian mutu barang ekspor 
dan impor yang handal. Pada dasarnya sistem pengawasan dan pengendalian mutu 
barang yang sedang dikembangkan adalah sistem sertifikasi. Pengawasan mutu 
barang ekspor dilaksanakan melalui sertifikasi dalam bentuk Sertifikat Produk (SP) 
dengan cara mencantumkan nomor SP pada Pemberitahuan Ekspor (PEB) dan dalam 
Sertifikat Mutu (SM) dengan cara melampirkan SM pada setiap PEB                           
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( Triwi, 2004: 2 ). 
Pengawasan mutu barang impor dilakukan melalui penilaian kesesuaian oleh 
Lembaga Sertifikasi atau Laboratorium Penguji terhadap: 
a. Barang impor yang akan memasuki kawasan pabean Indonesia. 
b. Barang impor yang sudah berada di kawasan pabean Indonesia. 
Cara pengujian tidak lagi hanya mengenal produk akhir, tetapi juga mulai 
dipersyaratkan proses produksi yang dapat menjamin mutu yang dikehendaki yang 
sesuai dengan standar yang dipakai oleh pembeli. Dalam ISO seri 9000 memberikan 
pokok pelaksanaan kebijaksanaan manajemen mutu dan jaminan mutu, serta 
menjelaskan hubungan antara konsep mutu yang berbeda dan menerangkan aturan-
aturan untuk menggunakan model konsep mutu yang cocok, apakah ISO 9001, ISO 
9002, ISO 9003, standar ISO 9004 terdiri dari pengujian setiap unsur sistem mutu yag 
dikaitkan dalam standar ISO 9000 ( Triwi, 2004: 3 ). 
Dalam pelaksanaan program jaminan mutu perlu ditunjang adanya laboratorium 
penguji yang memadai dan dapat dipercaya keabsahan hasil pengujiannya. Untuk itu 
laboratorium penguji harus memenuhi berbagai kriteria antara lain tenaga kerja yang 
trampil dan berwenang, sarana dan prasarana yang memadai, peralatan laboratorium 
yang terkalibrasi dengan baik dan teratur, adanya prosedur operasional yang baku, 
dan metode analisis, ada program jaminan mutu, perawatan peralatan, sistem 
pengarsipan, rekaman dan laboratorium penguji yang baik. Laboratorium penguji 
dalam penerapan sistem mutu mengacu pada ISO/IEC 17025:2005 tentang 
Persyaratan Umum 12 Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium 
Kalibrasi (Triwi, 2004: 3). 
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 Penerapan standarisasi dalam upaya memperoleh jaminan mutu produk dan 
atau jasa yang dapat melindungi kosumen dalam segi K3L melalui penerapan sistem 
mutu sesuai dengan ISO 9000 telah menjadi tuntutan pasar. Untuk itu diperlukan 
sistem sertifikasi dan pengujian yang handal dan dapat dipercaya yang dilaksanakan 
sesuai aturan yang berlaku umum, maupun ketentuan dan undang-undang yang 
berlaku di dunia internasional seperti ketentuan tentang labeling, peraturan kemasan, 
persyaratan kesehatan, dan keselamatan, pertanian organic serta perlunya 
harmonisasi standar  (Triwi, 2004: 4). 
Penerapan standar juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya jaminan 
mutu barang, jasa, proses, system atau personel sehingga dapat memberikan 
kepercayaan kepada pelanggan dan pihak terkait bahwa suatu organisasi, individu, 
barang dan jasa yang diberikan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan                
( Mardjulis, 2005:23 ).  
 Sehingga diperlukanya pengawasan dan pengendalian mutu barang dan impor 
bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan perlindungan konsumen, pelaku usaha dan negara, baik untuk 
keselamatan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau 
pertimbangan ekonomis. 
b. Membantu kelancaran perdagangan. 
c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan persamaan perlakuan terhadap 





C. Tanaman Teh 
Tanaman teh sangat cocok dan akan tumbuh subur apabila ditanam didaerah 
tropis didataran tinggi, dengan ketinggian sekitar 2400 meter diatas 13 permukaan air 
laut. Tetapi bila ditanam pada dataran yang terlalu tinggi, maka hasilnya akan kurang 
baik. Teh merupakan minuman berkafein yang diperoleh dari hasil rendaman pokok 
renek pucuk daun muda tanaman teh (camelia sinensis) dalam air panas. Budaya 
minum teh di Cina sudah cukup lama dikenal dan sudah berlangsung selama + 5000 
tahun. Dimulai sejak masa sebelum Dinasti Tang 1618-1907 ( Vicki, 2004: 13 ). 
 
Tabel 2.1 
Data Negara-negara yang mengkonsumsi Teh Setiap Tahunnya 
 
NO NEGARA BESAR KONSUMSI 
1 India > 200.000 ton 
2 Jepang + 100.000 ton 
3 Sri Lanka + 20.000 ton 
4 Indonesia + 40.000 ton 
5 Kenya 5-6.000 ton 
6 Inggris 210-220.000 ton 
7 Uni Soviet 90-100.000 ton 
8 Kanada + 20.000 ton 
9 Amerika Serikat + 70.000 ton 
10 
Australia dan Selandia 
Baru 
+ 35.000 ton 
11 Eropa Barat + 9.000 ton 
12 Jerman Barat + 9.000 ton 
13 Swiss + 1.500 ton 
14 Eropa Timur + 9.000 ton 
15 Irak + 20.000 ton 
16 Jordania + 1.500 ton 
17 Sudan + 17.000 ton 
18 Marokko 14-15.000 ton 
19 Saudi Arabia + 26.000 ton 
20 Iran + 9.000 ton 
               Sumber: Balai Penelitian Teh dan Kina Bandung, 1998 
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa negara yang paling banyak mengkonsumsi 
teh adalah Negara Inggris yaitu sebesar 210-220 ton/th dan negara paling rendah 
mengkonsumsi teh adalah Negara Kenya dengan besaran 5000-6000 ton/th.   
  
D. Standardisasi dan Pengendalian Mutu Komoditas Ekspor 
1. Standarisasi 
Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pengembangan 
usaha berkeunggulan kompetitif perlu diarahkan untuk kemandirian perekonomian 
nasional, meningkatkan efisiensi, produktifitas masyarakat dan daya saing dalam 
menghasilkan barang dan atau jasa yang makin bernilai tambah tinggi dengan selalu 
menjaga kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Salah satu alat pendorong 
untuk menciptakan keunggulan kompetitif adalah peningkatan mutu dan efisiensi 
perindustrian nasional dengan memfokuskan pada kegiatan standardisasi. keberadaan 
Sistem Standardisasi Nasional (SSN) sangat diperlukan untuk mendukung produk 
nasional dan menghadapi era perdagangan bebas guna menjamin terciptanya 
perdagangan yang adil dan jujur serta menunjang pertumbuhan produk nasional dan 
perlindungan masyarakat khususnya dalam masalah K3L ( keamanan, kesehatan, 
keselamatan dan lingkungan ) ( Triwi, 2004:4 ). 
Dalam meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional diperlukan 
pengembangan prasarana teknis standardisasi yang meliputi metrology, standar, 
pengujian dan penilaian mutu dalam rangka meningkatkan dann menjamin mutu 
barang dan atau jasa. Indonesia memerlukan standar nasional dengan mutu yang 
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makin meningkat dan dapat memenuhi persyaratan internasional. Untuk menunjang 
tercapainya tujuan strategis antara lain peningkatan ekspor barang dan atau jasa 
Indonesia, peningkatan daya saing barang dan atau jasa Indonesia terhadap barang 
dan atau jasa impor, peningkatan efisiensi nasional, dan menunjang program 
keterkaitan sektor ekonomi dengan berbagai sector lainnya. Perkembangan 
perekonomian internasional yang menuju ke arah penghilangan batas antar negara 
(borderless state) telah mendorong banyak negara membentuk blok-blok 
perdagangan dalam rangka melindungi dan mempertahankan kepentingan 
perdagangannya ( Triwi, 2004: 4 ).  
Untuk menjaga dan melindungi kepentingan domestik dari serbuan masuknya 
barang impor, kini banyak negara menggunakan instrumen non tariff antara lain 
dengan pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian Penilaian kesesuaian adalah 
setiap kegiatan yang berhubungan dengan penilaian baik langsung maupun tidak 
langsung terhadap produk, jasa atau proses yang menyatakan bahwa persyaratan 
terhadap standar atau spesifikasi terkait telah dipenuhi. Kegiatan penilaian kesesuaian 
terkait dengan pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi, inspeksi, sertifikasi, 
evaluasi, verifikasi dan jaminan kesesuaian serta registrasi dalam akreditasi. Tujuan 
penilaian kesesuaian untuk menjamin: 
a. Mutu produk Indonesia 
b. Perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia 
c. Perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan 
d. Perlindungan terhadap lingkungan 
e. Perlindungan terhadap praktek penipuan 
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f. Perlindungan terhadap kepentingan keamanan yang dianggap sebagai tujuan yang 
sah. 
Oleh sebab itu peran standar dan penilaian kesesuaian kini menjadi semakin 
besar dalam kegiatan perdagangan internasional. Indonesia telah menandatangani 
kesepakatan pada beberapa organisasi dan blok perdagangan untuk melaksanakan 
liberalisasi perdagangan antara lain WTO,AFTA, APEC dan ASEM. Kesepakatan 
dalam blok-blok perdagangan yang diikuti memaksa Indonesia harus melaksanakan 
liberalisasi perdagangan internasional secara konsekuen. Keadaan ini juga mendorong 
meningkatnya peran standardisasi di Indonesia. Terciptanya Sistem Standardisasi 
Nasional yang efisien dan efektif diharapkan dapat menghasilkan    ( Triwi, 2004:5 ) : 
a. Standar Nasional Indonesia yang mencukupi serta selaras dengan standar 
internasional untuk kebutuhan jaminan mutu internal dan kesepakatan 
perdagangan. 
b. Sistem penerapan standar yang dapat menunjang peningkatan efisiensi dan 
produktifitas ditingkat produksi, menjamin terlaksananya Perlindungan konsumen 
dalam aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan pelestarian fungsi lingkungan 
hidup. 
c. Keunggulan kompetitif atas produk Indonesia di pasar global. 
d. Informasi standardisasi yang diperlukan oleh pelaku usaha, pemerintah dan 
konsumen dalam rangka memperlancar arus perdagangan domestik maupun 
internasional. 
e. Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sertifikasi, laboratorium dan lembaga 
inspeksi yang sehat, kredibel dan berdaya saing. 
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2. Pengendalian Mutu Barang 
Pengendalian mutu tekhnik-tekhnik dan kegiatan-kegiatan operasional yang 
digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu. Pengendalian mutu meliputi 
monitoring suatu proses, melakukan tindakan koreksi bila ada ketidak sesuaian 
dan menghilangkan penyebab timbulnya hasil yang kurang baik pada tahapan 
rangkaian mutu yang relevan untuk mencapai efektivitas yang ekonomis              
( www.rudyct.com ).  
3. Penerapan Standar Nasional Indonesia 
Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan SNI diseluruh wilayah 
Indonesia. Kegunaan penggunaan SNI sangat erat kaitannya dengan kegiatan 
pemberlakuan standar, akreditasi, sertifikasi dan metrology. SNI pada dasarnya 
merupakan standar sukarela, yaitu penerapannya bersifat sukarela. SNI yang 
berkaitan dengan kepentingan K3L dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi 
teknis yang disebut sebagai SNI wajib. Penerapan standar dimaksudkan untuk 
mendukung terwujudnya jaminan mutu barang, jasa, proses, sistem mutu atau 
personal sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan pihak 
terkait bahwa suatu organisasi, individu, barang dan atau jasa yang diberikan telah 
menuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penerapan standar dimaksudkan untuk 
menjamin peningkatan produktifitas, daya guna dan hasil guna serta perlindungan 
terhadap konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, 
kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Penerapan standar pada dasarnya 
sukarela yaitu bukan suatu keharusan melainkan atas dasar kebutuhan sendiri                
( Mardjulis, 2005: 23 ). 
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Sistem akreditasi memberi jaminan bahwa institusi yang diberi akreditasi 
telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi, lembaga 
inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium dan akan memberi jaminan atas 
kebenaran hasil pengukuran dan pengujian. Standar Nasional Indonesia yang 
berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian 
fungsi lingkungan hidup, diberlakukan penerapannya secara wajib oleh instansi 
teknis, yang selanjutnya disebut SNI Wajib. SNI yang tidak berkaitan dengan 
kepentingan keselamatan,keamanan, kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan 
hidup berdasarkan pertimbangan tertentu diberlakukan penerpannya secara wajib oleh 
instansi teknis. Pemberlakuan SNI wajib oleh instansi teknis dilaksanakan 
berdasarkan keputusan pimpinan instansi teknis ( Mardjulis, 2005: 24 ). 
Pihak yang biasa membutuhkan standar, diantaranya: 
1) Perusahaan jasa yang sangat memerlukan standar demi kepentingan pelanggan 
yang kecewa. 
2) Industri jasa yang sangat memerlukan standar karena pelanggan menuntut. 
3) Perusahaan jasa yang sangat membutuhkan standar tetapi tidak mengetahui apa 










E. Macam-macam Komoditas Teh 
1. Teh Berdasarkan Cara Pengolahannya (cara pengolahan ortodoks) 
a. Teh Hitam (Black Tea, Fermented Tea) Merupakan hasil olahan daun teh yang telah 
dilayukan (whitering) selama 16-24 jam kemudian dimasukkan kemesin 
penggulung (rollers), yang kemudian disortasi untuk memisahkan daun yang 
berukuran besar dengan yang kecil, agar proses fermentasi berjalan lancar dan 
hasilnya merata yang dilakukan selama 3-4 jam, 16 yang kemudian dimasukkan 
kemesin pengering kemudian disortasi dengan menggunakan “ayakan” untuk 
memisahkan teh menurut ukuran atau besarnya pecahan daun teh. Dari proses 
pengolahan tersebut dihasilkan teh dengan warna cokelat tua atau hitam agak 
berkilap.  
Teh hitam yang populer antara lain: 
1) English Tea 
Teh yang berasal dari inggris, memiliki kadar kafein yang tidak terlalu banyak dan 
cocok disajikan sebagai pendamping menu sarapan. 
2)  Earl Grey 
Teh yang berasal dari Cina, memiliki perpaduan rasa antara teh hitam dan teh 
aroma bunga, Jika diseduh warnanya keemasan dan beraroma wangi. 
3) Flavour Tea 
Basic teh aromatiknya adalah teh hitam yang dicampur dengan beragam essence 




b. Teh Hijau (Green Tea, Unfermented Tea) Merupakan hasil olahan daun teh tanpa 
melalui proses fermentasi, hanya sekedar melalui proses pengeringan, 
menginaktifasi enzim oksidase yang ada dalam pucuk daun teh segar dengan cara 
pemanasan atau penguapan dengan menggunakan uap panas sehingga oksidasi 
enzimatik terhadap katekin dapat dicegah.  
Teh hijau yang populer antara lain: 
1) Jaw Ban Cha 
 Teh yang berbentuk puree (bubuk teh) yang kasar, rasanya pahit, sepat dengan 
aroma khas daun hijau. Air seduhan berwarna hijau muda. 
2) Jaw Kona Cha  
Teh yang berbentuk bubuk teh yang sangat halus seperti tepung. Air seduhan 
berwarna kuning kecokelatan, rasanya pahit. 
3) Jaw Hoji Cha  
Teh berwarna hitam berbentuk remahan daun teh kering yang kasar. Air seduhan 
seperti Black tea rasa pahit dan sepat. 
4) Hitachia Mugi Cha  
Teh yang berbentuk menyerupai biji kopi dengan warna hijau. Air seduhan 
berwarna cokelat bening, rasanya sedikit pahit dan sepat.  
5) Teh Oolong (Semi Fermented Tea) 
Merupakan hasil olahan daun teh yang telah dilayukan, dipanaskan, 





2. Zat-zat penting yang terkandung dalam daun teh  
a. Polifenol  
Zat yang berguna untuk menurunkan kadar kolesterol, gula darah, membantu kerja 
ginjal, mencegah terjadinya batu empedu, melancarkan pencernaan dan 
melarutkan lemak. 
b. Kafein 
Zat yang berfungsi merangsang sel saraf pusat sehingga memperlancar sirkulasi 
darah ke otak. 
c. Essential Oil 
Zat yang bermanfaat membantu melarutkan lemak, memperlancar pencernaan dan 















DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Obyek Penelitian 
1. Sejarah Berdirinya Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) 
        Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang di Surakarta disingkat 
menjadi BPSMB Surakarta yang beralamatkan di Jl. Pajang Kartasura Km. 8 Pabelan 
Surakarta, yang berstatus dibawah Dinas Perdagangan Propinsi Jawa Tengah. Sejarah 
berdirinya BPSMB Surakarta dimulai sejak didirikannya Lembaga Tembakau pada 
tahun 1954 dengan nama Kantor Juru Tembakau, berdasarkan Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Pertanian dan Agraria. Selanjutnya tahun 1962 atas dasar SKB 
Menteri Perekonomian dan Perdagangan diubah menjadi Kantor Lembaga Tembakau 
(BPSMB Surakarta,2010).  
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perda-gangan dan Koperasi Nomor 
376/KP/XII/1977 tanggal 21 Desember 1977 Departemen Perdagangan dan Koperasi 
mengaktifkan Pusat Pengendalian Mutu Barang dengan tugas pokok dan fungsinya 
melakukan pengawasan mutu barang secara teknis laboratorium dalam rangka 
peningkatkan mutu barang. Dalam rangka melaksanakan tugas didaerah dibentuk 
Balai Pengawasan Mutu Barang (BPMB), diantaranya berkedudukan di Surakarta 







Sejak didirikannya BPMB ini aktifitasnya lebih berkembang, disamping 
menangani masalah pertembakauan juga menangani masalah lain, diluar tembakau 
seperti panili, karet, konvensional dan sebagainya ( BPSMB Surakarta, 2010 ). 
Pada tahun 1985 BPMB diubah menjadi BPSMB berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1017/KP/IX/1985 tentang Organisasi dan 
tata cara kerja BPSMB. Departemen Perdagangan menetapkan 15 BPSMB didaerah 
diantaranya BPSMB Surakarta yang wilayah kerjanya meliputi Jawa Tengah dan 
DIY. 
Pada masa otonomi daerah BPSMB dari pemerintah pusat diserahkan ke 
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 1 tahun 2002 tanggal 2 April 2002. Salah satu tugas pokok dan fungsi 
BPSMB Surakarta adalah  melakukan pengawasan, pembinaan dan peningkatan mutu 
barang yang diperdagangkan baik untuk ekspor maupun untuk impor serta barang 
yang beredar di pasar termasuk komoditas tembakau (BPSMB Surakarta, 2010). 
Pada tahun 2006 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah 
dipisah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 
tanggal 3 Maret 2006 dan  BPSMB dibawah Dinas Perdagangan setelah itu pada 
bulan Juni 2008 bergabung lagi menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Propinsi Jawa Tengah berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Tengah No 37 Th 2008 
tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis pada dinas Perindustrian dan 




Secara konsisten Laboratorium Penguji Mutu BPSMB telah diakreditasi oleh 
Komite Akreditasi Nasional ( KAN ) sejak tahun 1998  dengan mengacu kepada 
pedoman Badan Standardisasi Nasional (BSN) 01-1991/ISO Guide 25. Sejak awal 
tahun 2002 sistem manajemen mutu laboratorium telah menyesuaikan dan mengacu 
pada ISO/IEC 17025 : 1999 atau yang lebih dikenal dengan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) 19-17025-2000 dan pada tahun 2006 mengacu ke ISO/IEC 
17025:2005. Akreditasi telah diperpanjang dari tanggal 29 Oktober 2004 sampai 
dengan tanggal 29 Oktober 2008 ( BPSMB Surakarta, 2010 ).  
 
2. Kedudukan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang ( BPSMB ) 
Balai Pengujian dan sertifikasi Mutu Barang adalah Unit Pelaksana Teknis ( 
UPT ) Dinas Perdagangan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas, yang berlokasi di Jl. Pajang Kartasura Km. 8 Pabelan Surakarta 
( BPSMB Surakarta, 2010 ). 
 
3. Landasan Operasional Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang                
( BPSMB ) 
Landasan operasional Balai Pengujian dan Sertifikai Mutu Barang adalah 
Peraturan Gubernur  Jawa Tengah Nomor 37 tahun 2008 tentang organisasi dan tata 





4. Susunan Organisasi Balai Pengujian dan sertifikasi Mutu Barang  
( BPSMB ) 
Gambar 3.1 









          Sumber: BPSMB Surakarta, 2010. 
 
a. Kepala Balai 
Tugas: Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perdagangan Propinsi Jawa 
Tengah dan melaksanakan kebijakan teknis operasional pengujian dan sertifikasi 
mutu barang. 
Uraian Tugas: 
1) Memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang 
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas. 
2) Menyusun rencana kegiatan BPSMB sebagai ucapan pelaksanaan tugas. 












4) Memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan 
baik. 
5) Mengkoordinasikan bawahan dilingkungan BPSMB agar sesuai dan saling 
mendukung dalam melaksanakan tugas. 
6) Mengawasi pelaksanaan tugas dilingkungan BPSMB agar sesuai dengan 
rencana kerja. 
7) Menyusun rencana teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang 
agar sesuai dengan rencana kerja. 
8) Melakukan pengkajian dan analisis teknis operasional dan sertifikasi mutu 
barang. 
9) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengujian dan sertifikasi mutu 
barang. 
10) Mengelola sarana dan prasarana pengujian dan sertifikasi mutu barang. 
11) Melaksanakan penerimaan dan penyetoran biaya pengujian dan sertifikasi 
mutu barang. 
12) Melakukan fasilitasi dibidang pengujian dan sertifikasi mutu barang. 
13) Melaksnakan rekomendasi teknis perijinan dibidang pengujian dan sertifikasi 
mutu barang. 
14) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
15) Melakukan monitoring evaluasi dan pelayanan dari BPSMB kepada dunia 
usaha dan masyarakat. 
16) Penandatanganan sertifikasi mutu dan laporan hasil uji. 
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17) Melakukan penyusunan laporan kegiatan BPSMB sebagai 
pertanggungjawaban secara berkala. 
18) Melakukan pengolahan dan ketatausahaan dilingkungan BPSMB. 
19) Melakukan tugas lain sesuai dengan petunjuk atasan. 
 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Tugas: Menyiapkan bahan rencana kerja dan pengelolaan administrasi 
kepegawaian, keuangan, dokumentasi, perpustakaan, perlengkapan dan rumah 
tangga, pelayanan administrasi serta pelaporan Balai. 
Uraian Tugas: 
1) Memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang 
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas. 
2) Menyusun rencana kegiatan ketatausahaan sebagai acuan pelaksanaan tugas. 
3) Memberi tugas kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik. 
4) Memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan 
baik. 
5) Mengkoordinasikan bawahan dilinngkungan ketatausahaan agar sesuai dan 
saling mendukung dalam melakasanakan tugas. 
6) Mengawasi pelaksanan tugas dilingkungan ketatausahaan agar sesuai dengan 
rencana kerja. 
7) Menyusun rencana kerja dan pengelolaan administrasi kepegawaian, 
keuangan, dokumentasi, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga. 
8) Melakukan fasilitas dibidang tata usaha. 
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9) Menerima contoh uji. 
10) Membuat daftar sertifikasi mutu barang dan laporan hasil uji. 
11) Alternate penandatanganan sertifikat mutu barang dan laporan hasil uji. 
12) Melaksanakan penerimaan dan penyetoran biaya pengujian dan sertifikasi 
mutu barang. 
13) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam menunjang 
pelaksanaan tugas. 
14) Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan administrasi. 
15) Menyusun laporan kegiatan ketatausahaan sebagai pertanggungjawaban. 
16) Melaksanakan tugas lain. 
 
c. Kepala Seksi Pengujian Mutu Barang 
Tugas: Menyiapkan bahan rencana kegiatan teknis operasional pelaksanaan 
dokumentasi teknis dan kebijakan teknis operasional, pengelolaan, pengawasan 
dan pengendalian penggunaan laboratorium pengujian dan sertifikasi mutu barang. 
Uraian Tugas: 
1) Memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang 
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas. 
2) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengujian Mutu Barang sebagai acuan 
pelaksanaan tugas. 
3) Memberi tugas kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik. 




5) Mengkoordinasikan bawahan dilingkungan Seksi Pengujian Mutu Barang 
agar sesuai dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas. 
6) Mengawasi pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi Pengujian Mutu Barang 
agar sesuai dengan rencana kerja. 
7) Menyusun rencana teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang 
agar sesuai dengan rencana kerja. 
8) Melaksanakan pengujian dan sertifikasi mutu barang. 
9) Melakukan fasilitasi dibidang pengujian dan sertifikasi mutu barang. 
10) Melaksanakan administrasi laboratorium. 
11) Alternate penandatanganan sertifikat mutu barang dan laporan hasil uji. 
12) Membuat laporan kegiatan seksi pengujian mutu barang sebagai 
pertanggungjawaban. 
13) Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk atasan. 
 
d. Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi 
Tugas: Menyiapkan bahan rencana kerja teknis operasional, pelaksanaan, 
dokumentasi teknis dan kebijakan teknis operasional, pelayanan kegiatan 
pengambilan contoh uji, pemasaran jasa teknis, penilikan dan pengelolaan 
kalibrasi dan kegiatan jaminan mutu. 
Uraian Tugas: 
1) Memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang 
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas. 
2) Menyusun rencana kegiatan Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi sebagai 
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acuan pelaksanaan tugas. 
3) Memberi tugas kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik. 
4) Memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan 
baik. 
5) Mengkoordinasikan bawahan dilingkungan Seksi Bimbingan Teknis dan 
Kalibrasi agar sesuai dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas. 
6) Mengawasi pelaksanan tugas dilingkungan Seksi Bimbingan Teknis dan 
Kalibrasi agar sesuai dengan rencana kerja. 
7) Menyusun rencana teknis opersional pelayanan bimbingan teknis dan kalibrasi 
agar sesuai dengan rencana kerja. 
8) Mengkoordinasi pengarsipan contoh uji, arsip sertifikat mutu dan laporan 
hasil uji. 
9) Menyiapkan profil komoditi. 
10)  Melaksanaan pengelolaan dokumen jaminan mutu. 
11) Menyiapkan bahan koordinasi dengan industri terkait dalam   menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
12) Melaksanakan pelatihan, penyuluhan dan penelitian kepada dunia usaha dan 
masyarakat. 
13)  Melaksanakan audit sistem mutu. 
14)  Menyusun laporan kegiatan sebagai laporan pertanggungjawaban. 





5. Kepegawaian BPSMB 
Pegawai di BPSMB yang berstatus PNS sebanyak 30 orang dan harian lepas              
( honorer ) 2 orang, yaitu :  
 
Gambar 3.2 





Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pegawai BPSMB adalah pegawai negeri sipil 
sebanyak 93% dan honorer 7%.  
 
6. Visi dan Misi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) 
a. Visi 
Terwujudnya pengujian mutu yang handal dan terpercaya untuk meningkatkan 
daya saing produksi dalam membantu dan mendukung pertumbuhan ekonomi 
daerah Propinsi Jawa Tengah. 
b. Misi 
1) Menempatkan fungsi pengujian mutu setara dengan fungsi teknis lainnya. 
2) Meningkatkan kemampuan, profesionalisme laboratorium penguji mutu. 
3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada dunia usaha. 
xlix 
 
4) Mengikuti perkembangan kemajuan teknologi khususnya dibidang pengujian 
mutu barang. 
5) Mengikuti aturan-aturan yang berlaku secara nasional maupun  internasional 
khususnya tentang laboratorium penguji mutu barang. 
 
7.  Tugas dan Fungsi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) 
a. Tugas 
1) Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Propinsi Jawa Tengah. 
2) Melaksanakan kebijakan teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu 
barang. 
b. Fungsi 
1) Penyusunan rencana operasional teknis pengujian dan sertifikasi mutu barang. 
2) Pelaksanaan kebijakan teknis pengujian dan sertifikasi mutubarang. 
3) Pemantauan monitoring,evaluasi dan pelaporan bidang pengujian dan 
setifikasi mutu barang. 
4) Pengelolaan ketata-usahaan. 








8. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Merupakan 
Laboratorium Penguji 
BPSMB Surakarta adalah Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh 
Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan sertifikat akreditasi Nomor 37/ALP/KAN 
tanggal 29 Juli 1998 dan sudah diperpanjang dengan Nomor LP-037-IDN terhitung 
sejak tanggal 29 Oktober 2004 sampai 28 Oktober 2008. 
 Sebagai Laboratorium Penguji, BPSMB Surakarta memberikan jasa 
pengujian mutu barang baik untuk ekspor maupun untuk dipasarkan dalam negeri. 
Selain itu juga dapat membantu dunia usaha ataupun masyarakat yang ingin 
mengujikan produknya. BPSMB juga memberikan konsultasi teknis atau informasi-
informasi yang berkaitan dengan mutu barang, Memberikan penyuluhan/bimbingan 
yang ada kaitannya dengan uji mutu.  
BPSMB melaksanakan kegiatan pelayanan pada masyarakat, meliputi 
kegiatan Pengujian Komoditas, Pengambilan Contoh, Kalibrasi, Pelatihan. 
Pengujian yang dilaksanakan di BPSMB ada 2 jenis yaitu yang bersifat 
sukarela (PJT) dimana hasil ujinya BPSMB menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) 
dan pengujian untuk ekspor dimana hasil ujinya BPSMB menerbitkan Sertifikat Mutu 
(SM). Salah satu penunjang daya saing yang telah menjadi persyaratan dalam 
perdagangan nasional dan internasional adalah persyaratan teknis dan mutu. Sejalan 
dengan itu maka data hasil uji mutu dan informasi teknis dari laboratorium penguji, 
yang digunakan sebagai data pendukung produk yang diperdagangkan semakin 
penting dan menjadi persyaratan pembeli.  
Untuk memperoleh kepastian bahwa produk tersebut sesuai dengan standar 
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atau spesifikasi serta memenuhi persyaratan tentang keamanan bagi pengguna 
maupun lingkungan sebelum diperdagangkan, umumnya dilakukan pengujian secara 
teknis laboratoris. Banyak faktor yang mempengaruhi kebenaran dan kehandalan 
pengujian dan atau kalibrasi yang diberikan oleh laboratorium antara lain: 
1) Personil: 
Harus memiliki pengetahuan yang memadai, ketrampilan dalam menganalisis, 
memahami metode pengujian atau kalibrasi dan memiliki motivasi untuk 
pengembangan diri. 
2) Sarana dan Lingkungan: 
Peralatan dan instrumentasi yang layak pakai, lingkungan yang 
mendukung pengujian atau kalibrasi produksi yang sesuai dengan 
standar yang dibutuhkan. 
3) Metode Uji dan Kalibrasi: 
Yang sesuai dan telah dilakukan validasi. 
4) Pengambilan Contoh 
5) Penanganan Barang yang Diuji dan Dikalibrasi: 
Harus sesuai dengan standar atau metode yang digunakan. 
 
9. SISTEM MANAJEMEN MUTU 
BPSMB sebagai laboratorium penguji telah menerapkan sistem manajeman 
mutu dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2008 tentang persyaratan umum 
kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. 
Mengacu pada peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 37 th 2008 Sistem 
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Manajemen Mutu dan Latar belakang perlunya SNI /IEC17025 : 2008 : 
a) Sebagai panduan dalam mengolah lab 
b) Merupakan persyarartan umum kompetensi lab Penguji / Kalibrasi 
c) Memberikan hasil pengukuran dan pengujian yang akurat dan konsisten 
meningkatkan daya saing yang kompetitif 
d) Adanya saling pengakuan dari sesama lab yang menggunakan persyaratan 
ISO/IEC 17025, dan pengakuan ILAC dan APLAC 
ISO/IEC 17025 penekanan pada : 
a. Tanggung jawab manajemen puncak 
b. Komitmen meningkatkan efektivitas system manajemen yang    berkelanjutan. 
c. Memberikan perhatian lebih besar terhadap kepuasan pelanggan 
Dokumen Mutu yang dimiliki BPSMB Surakarta meliputi 
a. Level 1: Panduan Mutu 
Menguraikan garis besar kebijakan system manajemen labolatorium mengacu pada 
pedoman SNI/IEC 17025:2008 
b. Level 2: prosedur 
Dokumen mutu yang menguraikan alur kerja di lingkungan laboratorium BPSMB 
Surakarta terdiri atas: 
1) Prosedur Manajemen  
yaitu Prosedur yang digunakan dalam alur kerja manajerial. 
2) Prosedur  teknis  




c. level 3: instruksi kerja 
yaitu merupakan uraian rinci dan prosedur. 
d. level 4: penunjang  
yaitu berupa formal, gambar, label yang dapat memperjelas uraian dalam ketiga 
level dokumen diatas. 
  
10. Sertifikat yang Diterbitkan Balai pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 
(BPSMB) 
a. Sertifikat untuk komoditas Tembakau, meliputi: 
1) Certificate Of Fumigation (COF) 
yaitu sertifikat yang dikeluarkan oleh BPSMB untuk eksportir bahwa tembakau 
sudah difumigasi.  
2) Tanda Pengujian Tembakau (TPT) 
yaitu sertifikat yang dikeluarkan oleh BPSMB bahwa tembakau telah diuji di 
BPSMB 
b. Sertifikat untuk komoditas selain tembakau, meliputi: 
1) Sertifikat Mutu (SM) Dokumen yang diterbitkan oleh laboratorium 
penguji mutu yang mencantumkan hasil pengujian atas contoh produk yang 
telah diuji menurut spesifikasi, metode uji atau standar tertentu. 
2) Laporan Pengambilan Contoh (LPC) 
Laporan kegiatan yang merupakan pernyataan Petugas Pengambil 
Contoh bahwa contoh yang telah diambil sesuai tata cara 
pengambilan contoh dan bertanggung jawab atas kebenarannya. 
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B.  Pembahasan 
1. Prosedur Penerbitan Sertifikat Mutu Teh Untuk Ekspor dan Alur 
Penanganan Barang Pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 
Gambar di bawah ini menjelaskan bagaimana alur penanganan barang yang diuji di 
BPSMB sehingga BPSMB mengeluarkan Sertifikat Mutu atau Laporan Hasil Uji. 
Gambar 3.2 











































a. Pertama yang dilakukan pelanggan mengajukan permohonan pengujian barang 
melalui telepon atau surat permohonan lainya ke BPSMB. 
b. Setelah menerima permohonan pengajuan barang pihak BPSMB mengirim 
Petugas pengambil Contoh untuk melaksanakan pengambilan contoh dari barang 
yang akan diujikan oleh pelanggan. 
c. Setelah dilakukan pengambilan contoh pihak BPSMB menerbitkan dokumen 
Laporan Pengambilan Contoh sebagai bukti bahwa pengambilan contoh yang akan 
diujikan sudah dilaksanakan. 
d. Setelah dokumen Laporan Pengambilan Contoh keluar maka contoh barang 
diserahkan ke bagian penerimaan contoh dari barang yang akan diujikan dari 
pelanggan. 
e. Setelah contoh diterima oleh petugas Penerima Contoh kemudian diserahkan ke 
Bagian laboratorium disertai Surat Perintah Kerja dan dilaksanakanya proses 
pengujian dari barang tersebut. Melakukan kompilasi data hasil analisa pengujian 
dari beberapa penguji yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Balai. 
f. Setelah dilakukan pengujian bagian laboratorium melakukan kompilasi data atau 
rangkuman dari pengujian. 
g. Setelah dilakukan kompilasi data selanjutnya dikakukan konsep LHU atau SM. 
h. Setelah dilakukan pembuatan konsep maka dilakukan pengetikan LHU atau SM. 
i. Setelah pembuatan LHU atau SM dilakukan pengecekkan LHU atau SM oleh 
kepala seksi pengujian dan diberi tanda paraf. 
j. Setelah dilakukan pengecekan maka dimintakan persetujuan dan tanda tangan 
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kepada Kepala Balai. 
k. Terbitlah LHU atau SM yang dibutuhkan pelanggan. 
Berdasar pada gambar 3.2 mengenai alur penanganan barang yang diuji maka 
berikut disertakan pula prosedur-prosedur dalam penerbitan Serifikat Mutu sebagai 
berikut : 
a. Prosedur Pengambilan Contoh 
1) Persiapan Pengambilan Contoh 
a. Permohonan pengambilan contoh disampaikan oleh pemohon dan dilaporkan 
ke Kepala Balai untuk selanjutnya didisposisikan kepada seksi BTK untuk 
dilaksanakan pengambilan contoh. 
b. Kepala Balai menandatangani SPK untuk petugas Pengambil Contoh. 
c. Petugas Pengambil Contoh menyiapkan sarana untuk pelaksanaan 
pengambilan contoh berupa: surat tugas, peralatan pengambilan contoh dan 
dokumentasi teknis yang diperlukan. 
2) Pengambilan Contoh 
a. Pelaksanaan pengambilan contoh mengikuti pedoman pengambilan contoh 
sesuai SNI. 
b. Seluruh contoh yang telah diambil diberi label nomor contoh. 
c. Hasil penyelesaian pengambilan contoh direkam dalam 
d. laporan pengambilan contoh. 
e. Petugas Pengambil Contoh mendistribusikan contoh dan LPC kebagian Tata 




b. Prosedur yang ke dua yaitu Penanganan Barang yang Diuji 
Proses penanganan barang yang diuji meliputi kegiatan: 
Setiap contoh uji yang masuk baik dari pelanggan atau yang diambil oleh 
Petugas Pengambil Contoh diterima oleh petugas pada bagian Tata Usaha. 
1) Petugas melaksanakan kaji ulang contoh, agar layak dan mewakili untuk 
dilaksanakan pengujian, dengan memenuhi persyaratan: teridentifikasi, 
kemasan tidak rusak, jumlah contoh memenuhi, berat contoh uji dan disegel. 
2) Apabila contoh tidak sesuai persyaratan atau tidak layak untuk dilakukan 
pengujian maka secepatnya memberitahukan kepada customer. 
3) Penerima contoh pada bagian Tata Usaha melakukan administrasi contoh 
dan selanjutnya menyerahkan keseksi pengujian.  
4) Contoh uji yang masuk pada seksi pengujian diterima oleh staf yang ditugasi 
untuk menerima contoh dan dilaporkan ke Kepala Seksi pengujian untuk 
dilaksanakan pengujian. 
5) Apabila contoh uji belum akan dilaksanakan pengujian karena kapasitas 
laboratorium penuh/sesuatu yang mengharuskan ditunda maka contoh uji 
disimpan pada penyimpanan contoh yang aman sehingga tidak 
mempengaruhi mutu contoh. 
6) Pelaksanaan pengujian dilakukan sesuai dengan analisis yang telah ditunjuk 
dalam Surat Perintah Kerja yang disahkan oleh Kepala Balai. 
7) Pelaksanaan pengujian dilakukan sesuai dengan SNI. 
8) Apabila pihak pemohon akan menyaksikan pengujian maka harus memenuhi 
prosedur yang telah ada. 
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9) Rekaman penanganan contoh uji yang bersifat administrasi 
didokumentasikan pada bagian Tata Usaha selama 3 tahun. 
c. Jaminan Mutu hasil 
1) Permohonan Pengujian 
a) Permohonan pengujian diproses dalam waktu paling lambat 2 hari sejak 
pengajuan permohonan, baik melalui telepon atau surat permohonan resmi. 
b) Jika dalam waktu 2 hari tersebut laboratorium belum dapat memberikan 
jawaban maka pemohon diberitahu tentang keterlambatan tanggapan. 
c) Kepala Seksi pengujian menunjuk staf untuk menindaklanjuti pelaksanaan 
pengujian. 
2) Pelaksanaan Pengujian 
a) Pelaksanaan pengujian ditetapkan oleh seksi pengujian dengan 
dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK). 
b) Metode untuk pengujian sesuai dengan SNI. 
c) Laboratorium membandingkan hasil uji dengan hasil profisiensi ataupun 
rutinitas pengujian yang sama sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa 
pengujian yang dilaksanakan telah sesuai. 
3) Laporan Hasil Pengujian 
a) penyelesaian lembar kerja dilaksanakan selama 1 hari dari pelaksanaan 
pengujian. 
b) Penerbitan Sertifikat atau Laporan. 
c) Sertifikat atau Laporan Hasil Uji diterbitkan dalam keadaan bersih tidak ada 
kesalahan pada pengetikan setiap isian dan disahkan oleh Kepala Balai. 
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d) Sertifikat atau Laporan Hasil Uji dijamin mutunya oleh Kepala Balai. 
e) Blangko Sertifikat dikendalikan oleh petugas yang berwenang. 
 
d. Pelaporan Hasil Prosedur Penerbitan Sertifikat atau Laporan Hasil Uji 
1) Pelaksanaan pengujian sesuai dengan SPK, lembar kerja hasil pengujian dari 
analisa diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk mengkoreksi hasil 
perhitungan pengujian. 
2) Apabila sesuai dengan metode dan perhitungan maka lembar kerja diparaf 
oleh petugas dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Balai. 
3) Draft laporan pengujian disahkan oleh Kepala Balai bahwa Laporan Hasil 
Uji telah siap untuk diketik pada sertifikat atau Laporan Hasil Uji. 
4) LHU atau Sertifikat ditandatangani oleh Kepala Balai, diparaf oleh Kepala 
Seksi Pengujian. 
5) Apabila Kepala Balai tidak berada ditempat maka penandatanganan 
sertifikat dapat dilakukan oleh Kepala Seksi Pengujian sebagai alternate 
yang ditunjuk oleh Kepala Balai. 
6) LHU, sekurang-kurangnya memuat informasi: Judul, Nama dan alamat 
laboratorium, Identifikasi halaman dan nomor seri, Nama dan alamat 
pemohon, Identifikasi metode yang dipergunakan, Identifikasi barang yang 
diuji, Tanggal penerimaan contoh, Acuan. 
7) rencana dan identitas pengambilan contoh, Hasil pengujian, Nama fungsi 




2. Persyaratan Mutu Produk Teh Agar Layak Diekspor 
Produk yang sangat diminati oleh banyak pelanggan (customer) adalah 
produk yang memiliki kualitas mutu yang tinggi dan terjamin. Untuk pemasaran 
produk yang biasa untuk ekspor, terdapat persyaratan- persyaratan tertentu tentang 
mutu produk yang sesuai dengan SNI yang berlaku. Persyaratan mutu produk tersebut 
diantaranya harus memenuhi proses pengujian yang terbagi dalam beberapa 
kelompok, yaitu: 
a. Uji Kimia, dan 
b. Uji Fisika 
c. Uji Visual atau Orgaanoleptik 

















Jumlah Contoh yang Masuk ( Keperluan SM ) di BPSMB 




KOMODITAS 2007 2008 2009 
1 
 
Lemon Tea 1 1 1 
2 
 
Green Tea ( Jumbo ) 3 3 3 
3 
 
Green Tea Ginger 3 3 3 
4 
 
Green Tea Super 1 2 2 
5 
 
Green Tea With Mint 1 3 3 
6 
 
Ginger Tea - - 2 
7 
 
Green Tea 100gr 3 3 2 
8 
 
Green Tea 60gr 3 3 3 
9 
 
Green Tea 120gr 3 4 3 
10 
 
Green Tea Toples 2 3 3 
11 
 
Green Tea 240gr 3 2 - 
12 
 
Green Tea With 
Gingseng 
- 1 - 
 
 
Jumlah 23 29 25 
 
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah contoh yang masuk di BPSMB 
Surakarta yang paling tinggi yaitu pada tahun 2008 diikuti tahun 2009. 
       Khusus untuk produk teh untuk ekspor harus sesui dengan persyaratan mutu 




Spesifikasi Persyaratan Mutu Teh  































Kadar Ekstrak dalam 
air 
 
Kadar abu total 
 
Kadar abu larut dalam 
air 
 
Kadar abu tak larut 
dalam asam 
Alkalinitas abu larut 
dalam air 
 
Kadar gagang dan 
tulang 
 
Kadar serat kasar 
 
Kadar cemaran logam 
9.1 besi ( fe) 
9.2 timbal (pb) 
9.3 Tembaga ( Cu ) 
9.4 Seng (Zn) 
9.5 timah (Sn) 
9.6 raksa (Hg) 





























sesuai hasil analisa 
 
-Sda- 
(Sumber : BPSMB, 2010) 









SYARAT MUTU TEH DALAM KEMASAN 
(SNI 01-34143-1992) 
 
NO Jenis Uji Satuan Persyaratan 
1 keadaan _ Jernih 
 
1.1 Penampakan _ Khas Teh 
 
1.2 Bau dan Rasa _ Positif 
2 Kafein _ Positif 
3 Tanin _ Min 6 
4 Gula total sebagai sakarosa % b/b 
Sesuai SNI 0222, M 




bahan tambahan makanan 
  
5 5.1 Pengawet 
  
 
5.2 Pemanis butan 
  
6 Cemaran logam 
  
 
6.1 Timbal (Pb) Mg/kg Maks. 0.2 
 
6.2 Tembaga (Cu) Mg/kg Maks. 2,0 
 
6.3 Seng (Zn) Mg/kg Maks. 5,0 
 
6.4 Timah (Sn) Mg/kg Maks. 40,0 
 
6.5 Raksa (Hg) Mg/kg Maks. 0,03 
7 Cemaran  Arsen Mg/kg Maks. 0,1 
8 Cemaran Mikroba 
  
 
8.1 Angka Lempeng Total Koloni/g Maks. 2X102 
 
8.2 Bakteri Coliform APM/g Maks. 2,2 
 
8.3 E. Coli 
 




Negatif/ 100 ml 
 
8.5 C. Perfringens 
 
Negatif/ 100 ml 
(Sumber : BPSMB, 2010) 








SYARAT MUTU TEH HITAM CELUP 
(SNI 01-3753-1995) 
 
NO Jenis Uji Satuan Persyaratan 
1 keadaan _ Baik dan aman 
untuk kesehatan. 
Tidak boleh 




1.1 kantong _ 
 
1.2 kawat, tali pengikat dan 
perekat pada kantong 
_ 
 
1.3 seduhan selama 5 menit, 
warna, bau, dan rasa 
_ 










6 Abu larut dalam air 
% b/b 
Min 45 
7 Abu tidak larut dalam asam 
% b/b 
Maks. 1,0 
8 ZAt warna tambahan - Tidak diperbolehkan 




10 Kehalusan lolos ayakan 7 mesin % b/b 100 
11 Cemaran logam 
  
 
11.1 Timbal (Pb) Mg/kg Maks. 0.2 
 
11.2 Tembaga (Cu) Mg/kg Maks. 2,0 
 
11.3 Seng (Zn) Mg/kg Maks. 5,0 
 
11.4 Timah (Sn) Mg/kg Maks. 40,0 
 
11.5 Raksa (Hg) Mg/kg Maks. 0,03 
12  cemaran arsen Mg/kg Maks. 0,1 
13 Cemaran Mikroba 
  
 
13.1 Angka Lempeng Total Koloni/g Maks. 3X103 
 
13.2 Bakteri Coliform APM/g Maks. 3 
(Sumber : BPSMB, 2010) 





SYARAT MUTU TEH HIJAU CELUP 
(SNI 01-4324-1996) 
 
NO Jenis Uji Satuan Persyaratan 
1 keadaan _ Baik dan aman untuk 
kesehatan. Tidak 
boleh mengandung 
Cu, Fe, Pb 
Hijau muda 
 
1.1 kantong _ 
 
1.2 kawat, tali pengikat dan 
perekat pada kantong 
_ 
 
1.3 warna _ 
 
1.4 Bau - Khas, Normal 
 
1.5 Seduhan selama 5 menit 
dalam air mendidih 
- 








4 Abu larut dalam air 
% b/b Min 45 dari kadar 
abu 











8 Cemaran logam 
  
 
8.1 Timbal (Pb) Mg/kg Maks. 0.2 
 
8.2 Tembaga (Cu) Mg/kg Maks. 2,0 
 
8.3 Seng (Zn) Mg/kg Maks. 5,0 
 
8.4 Timah (Sn) Mg/kg Maks. 40,0 
 
8.5 Raksa (Hg) Mg/kg Maks. 0,03 
9 cemaran arsen Mg/kg Maks. 0,1 
10 Cemaran Mikroba 
  
 
10.1 Angka Lempeng Total Koloni/g Maks. 1,0X106 
 
10.2 Kapang Koloni/g Maks. 1,0X104 
(Sumber : BPSMB, 2010)Teh Hijau Celup yang memerlukan sertifikat mutu harus 





SYARAT MUTU TEH HIJAU BUBUK 
(SNI 01-4453-1998) 
NO Jenis Uji Satuan Persyaratan 
1 
Ukuran partikel 
1.1 Bubuk 1 
% 
Lolos mesin No.4 
tertahan mesin no. 10 
min 75 
 
1.2 Bubuk 2 % 
Lolos mesin No.10 
tertahan mesin no. 45 
min 75 
 
1.3 Bubuk 3 % 





2.1 Bau - Khas, Normal 
 
2.2 Rasa - Normal 
 
2.3 Warna - Hijau kehitaman 
3 kafein % b/b 1,3-2,6 
4 Air % b/b Maks. 8 






 7 Abu larut dalam air 
% b/b 
Min 45 dari kadar abu 
8 Abu tak larut dalam asam 
% b/b 
Maks. 1,0 
9 Alkalinitas abu larut dalam air 
% b/b 
1,0-3,0 
10 Serat kasar 
% b/b 
Maks 16,5 
11 Cemaran logam 
  
 
11.1 Timbal (Pb) Mg/kg Maks. 2,0 
 
11.2 Tembaga (Cu) Mg/kg Maks. 150,0 
 
11.3 Seng (Zn) Mg/kg Maks. 40,0 
 
11.4 Timah (Sn) Mg/kg Maks. 40,0 
 
11.5 Raksa (Hg) Mg/kg Maks. 0,0 
12 cemaran arsen Mg/kg Maks. 1,0 
13 Cemaran Mikroba 
  
 
13.1 Angka Lempeng Total Koloni/g Maks. 2X103 
 
13.2 bakteri coliform APM/g <3 
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(Sumber : BPSMB, 2010) 
Teh Hijau Bubuk yang memerlukan sertifikat mutu harus memenuhi kriteria tabel 
3.7 
Tabel 3.8 
SYARAT MUTU TEH WANGI 
(SNI 01-1898-1990) 
No karakteristik Superior I II III 
































3 aroma wangi Cukup 
strengeth 
Kurang wangi Kurang 
wangi 
4 Rasa air 
seduhan 





5 Benda asing, % 
(bobot/bobot), 
maks 
0 5 0 0 
6 Gagang, % 
(bobot/bobot), 
maks 
2 8 7 10 
7 Kadar air 
(bobot/bobot), 
maks 
8 2,0 8 8 




2,0 - 2,0 3,0 
 





Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk teh dan diversifikasi produk teh harus 
ditetapkan dan diberlakukan secara aktif agar bias menciptakan standar mutu produk 
yang sesuai dengan perkembangan pasar nasional dan internasional, standar tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. SNI 01-1902-1995 Teh Hitam 
Teh Hitam adalah teh kering hasil pengolahan pucuk dan daun muda termasuk 
tangkainya dari tanaman Camelia Sinensis melalui proses fermentasi. 
b. SNI 01-3945-1995 Teh Hijau 
Teh Hijau adalah pucuk dan daun tanaman teh (camelia sinensis) yang 
telah diolah tanpa melalui proses fermentasi khusus. 
c. SNI-01-3143-1992 Minuman Teh dalam Kemasan 
Minima Teh dalam kemasan adalah minuman yang diperoleh dari seduhan teh 
dalam air minuman dengan penambahan gula, dengan atau tanpa penambahan 
bahan tambahan makanan yang diijinkan dan dikemas secara hermatis. 
d.  SNI 01-3753-1995 Teh Hitam Celup 
Teh Hitam Celup adalah teh kering hasil pengolahan pucuk dan daun muda 
termasuk tangkainya dari tanaman teh melalui proses fermentasi dan dikemas 
dalam kantong khusus untuk dicelup. 
e. SNI 01-4324-1996 Teh Hijau Celup 
Teh Hijau Celup adalah teh kering yang dihasilkan tanpa proses fermentasi dari 
pengolahan pucuk, daun muda tanpa penambahan bahan makanan dan bahan 
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tambahan makanan lainnya dari tanaman teh dan dikemas dalai kantong khusus 
untuk celup. 
f. SNI 01-4453-1998 Teh Hijau Bubuk 
Teh Hijau Bubuk adalah bubuk kering dihasilkan dari pengolahan pucuk dan 
daun muda tanaman teh tanpa melalui proses fermentasi. 
g. SNI 01-4898-1990 Teh Wangi 
Teh Wangi adalah teh hijau yang telah mengalami pengolahan lebih lanjut 
termasuk pewangian (jasmine tea) dengan menggunakan bunga melati, bunga 
melati gambir, dan atau bunga culan. 
h. SNI 01-3836-2000 Teh Kering dalam Kemasan 
 
3. Beberapa Hambatan Operasional yang Dihadapi Balai Pengujian dan 
Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) 
Dalam kegiatan operasionalnya tentu BPSMB tidak lepas dari adanya 
hambatan-hambatan yang sering menghambat jalannya kegiatan operasional, terlebih 
lagi banyaknya laboratorium-laboratorium penguji yang sekarang bersaing dalam 
dunia pengujian dan sertifikasi mutu. Selain hambatan tersebut ada juga kendala lain 
yang menjadi hambatan BPSMB, diantaranya: 
a. Luas wilayah kerja BPSMB yang seluas Propinsi Jawa Tengah, sehingga tidak 
mudah menjangkau lokasi calon pelanggan. 
b. Tidak adanya payung hukum misalnya berupa Peraturan Daerah tentang pengujian 
mutu barang di Jawa Tengah yang sifatnya wajib, karena saat ini pelanggan 
mengujikan mutu produk secara sukarela atau voluntary. 
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c. Kurang dikenalnya BPSMB Surakarta dikalangan pelaku usaha di Jawa Tengah. 
Usaha yang bisa dilakukan dan ditempuh untuk mengurangi adanya hambatan 
tersebut agar operasional BPSMB mampu berjalan optimal dan mencegah terjadinya 
penurunan jumlah pelanggan yang sudah bekerjasa dengan BPSMB, maka pihak 
BPSMB melakukan beberapa usaha yang meliputi: 
a. Sosialisasi keberadaan dan peranan BPSMB dalam membina mutu produk di Jawa 
Tengah disentra-sentra produksi. 
b. Melaksanakan pemasaran yang agresif kesentra produksi melalui media cetak dan 
elektronik. 
c. Melaksanakan pemasaran tidak hanya dalam negeri saja, melainkan juga ke luar 
negeri. 
d. Membuat daftar harga yang kompetitif, rasional dan menarik bagi calon 
pelanggan. 
e. Mengusahakan adanya payung hukum berupa Surat Keputusan Gubernur atau 
Peraturan Daerah tentang pengujian mutu barang. 
 
4. Manfaat Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) 
Sebelum diterbitkannya Sertifikat Mutu untuk suatu produk, maka produk 
tersebut terlebih dahulu harus diujikan mutunya kesebuah laboratorium pengujian 
mutu barang. Uji mutu adalah suatu kegiatan operasional pengujian mutu yang 
dilakukan disuatu laboratorium uji seperti BPSMB Surakarta. Manfaat dari uji mutu 
sangat positif bagi eksportir atau produsen atau pedagang dalam rangka 
menjembatani pemasaran barang atau produk dengan pasar sasaran baik untuk pasar 
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lokal maupun pasar internasional. Uji mutu akan menghasilkan informasi penilaian 
mutu dari suatu produk atau barang yang bermanfaat antara lain: 
a. Untuk mendapatkan Sertifikat Mutu yang dapat dipergunakan untuk keperluan 
dunia usaha. 
b. Untuk mengetahui kondisi secara teknis keadaan barang atau produk yang akan 
diperjualbelikan. 
c. Untuk mengetahui tingkatan barang atau produk yang dijual dan untuk 
menetapkan harga dari suatu produk atau barang. 
d. Dapat meningkatkan daya saing dipasar baik pasar nasional maupun pasar 
internasional. 
e. Untuk mengetahui adanya pemalsuan barang. 
f. Dalam upaya mempertahankan konsistensi mutu barang atau produk yang 
diperdagangkan. 
g. Untuk dapat melakukan usaha perbaikan mutu barang atau produk yang dijual. 
h. Untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan. 
 
Setelah dilakukan pengujian mutu, maka akan diketahui hasil analisa 
pengujian. Apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum, apabila 
sudah sesuai dengan standar yang berlaku maka baru akan diterbitkan Sertifikat 
Mutu. Sertifikat Mutu tersebut akan memberikan beberapa manfaat yang 
menguntungkan bagi para eksportir atau produsen, diantaranya sebagai berikut: 
a. Dengan adanya Sertifikat Mutu yang terpercaya dalam dokumen ekspor, terdapat 
kejelasan bagi pembeli dan pihak lain yang berkepentingan tentang jenis dan 
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kualitas komoditi yang diekspor. Pembeli tidak perlu ragu-ragu tentang barang 
yang dibelinya, sehingga tidak perlu melakukan pengujian mutu sendiri, atau 
menekan harga lebuh rendah lagi karena mutu yang tidak pasti. 
b. Sertifikat Mutu juga memberi jaminan yang lebih baik bagi eksportir/produsen 
untuk mengutamakan komoditi-komoditi yang tinggi mutunya, tanpa adanya 
kekhawatiran bahwa komoditi ekspornya akan dihargai sebagai barang yang lebih 
rendah mutunya. 
c. Pemerintah berkepentingan agar nilai ekspor komoditi dapat dipelihara dan 
ditingkatkan. Tidak disertakannya Sertifikat Mutu dalam pelaksanaan ekspor suatu 
komoditi serta terjadinya kasus-kasus penyimpangan mutu dapat mengurangi 
kepercayaan masyarakat internasional terhadap komoditi ekspor Indonesia.  
d. Merupakan sarana pengawasan dan pembinaan mutu komoditi ekspor oleh 
pemerintah kepada eksportir sehingga diharapkan eksportir dapat melakukan 
















Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis untuk menyusun Tugas 
Akhir pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta, dapat 
ditarik beberapa kesimpulan diantaranya: 
1. Prosedur penerbitan Sertifikat Mutu teh untuk ekspor dilaksanakan melalui empat 
tahap yang meliputi: Prosedur Pengambilan Contoh, Penanganan Barang yang Diuji, 
Jaminan Mutu Hasil, dan Pelaporan Hasil Penerbitan Sertifikat atau Laporan Hasil 
Uji. 
2. Produk-produk yang akan diekspor, khususnya produk teh harus memenuhi 
persyaratan mutu produk dengan beberapa karakteristik pengujian (uji kimia, fisika, 
visual atau organoleptik, dan mikrobiologi) yang sesuai dengan standar yang berlaku 
atau Standar Nasional Indonesia (SNI). 
3. Beberapa hambatan operasional yang dihadapi oleh BPSMB diantaranya; luas 
wilayah keerja yang sangat luas sehingga cukup sulit untuk menjangkau lokasi 
pelanggan, tidak adanya payung hukum yang berupa Peraturan Daerah tentang 
pengujian mutu barang di Jawa Tengah yang sifatnya wajib, dan kurang dikenalnya 
BPSMB Surakarta dikalangan pelaku usaha di Jawa Tengah. 
 
4. Sertifikat Mutu sangat bermanfaat bagi para eksportir atau produsen karena dapat 




memberikan jaminan bagi eksportir atau produsen dari produk-produk mereka yang 
bermutu tinggi, adanya perlindungan dari pemerintah agar nilai ekspor komoditi 
dapat dipelihara dan ditingkatkan, dan sertifikat tersebut merupakan sarana 
pengawasan serta pembinaan mutu komoditi ekspor dari pemerintah. 
 
B. Saran-Saran 
Beberapa saran yang bisa penulis berikan atau bisa menjadi sedikit masukan 
untuk Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta, diantaranya: 
1. Tetap mengoptimalkan laboratorium dan kualitas pengujian yang telah terakreditasi 
dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) tersebut, agar para pelanggan 
tetap setia mempercayakan pengujian mutu produknya kepada BPSMB Surakarta. 
2. Meningkatkan usaha promosi produk (jasa) yang ada pada BPSMB kepada pelanggan 
(masyarakat umum dan para eksportir atau produsen) sehingga mereka akan semakin 
minat dan tertarik pada kinerja kerja dari BPSMB. 
3. Mengutamakan kualitas pelayanan terhadap pelanggan, baik calon pelanggan yang 
sebelumnya belum pernah menjadi mitra kerja maupun pelanggan yang sudah 
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